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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan RUMAH LKPM
Triwulan 2 Tahun 2023 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penaaman Modal
(lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2007 Nomor 67, Tambahan embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 omor 245,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonsia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah
Nomr 5 Tahun 2021 tentang enyelnggaraan Perizinan Berusaa Berbasis Riiko (Lembaran
Ngara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lebaran egara Republik
Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten
Banyuwngi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan “RUMAH
LKPM” ini merupakan hasil Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan 2 yang kami
sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui
Pendampingan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pendampingan, website,
email, IG, SMS/WA serta situs media
online.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang membutuhkan.

Banyuwangi, 01 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP., M.Si
Pembina
NIP. 19720120 199403 1 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah
Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan
penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun.
Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari
masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik.
Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan  sulit,
persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah
waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan
yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh
masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penaaman Modal
(lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2007 Nomor 67, Tambahan embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 omor 245,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonsia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah
Nomr 5 Tahun 2021 tentang Penyelnggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP
Kabupaten Banyuwngi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan
Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten bangyuwangi
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPTSP dalam
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melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan
perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain
oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Penyusunan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal ini disusun
maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada
masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya
dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menciptakan rasa simpati
dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan
sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Penendalian dan Pengawasan
Penanaan Modal secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta

terintegrasi.

1.2 SISTEMATIKAPENULISAN

Laporan RUMAH LKPM Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal
ini disusun berdasarkan sistematika laporan secara Umum dengan memaparkan tinjauan
lapangan dan hasil dari Pengendalian dan Pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh

Kelompok Jabatan Fungsional Penanman Modal.

1.3 SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Penanaman

Modal mempunyai tiga Sub Koordinator antara lain ; (1) Sub Koordinator
Perencanaan dan Pengembanga Penanaman Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data
Sistem Informasi Penanaan Modal dan (3) Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan
Penanaman Modal.
1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya  manusia di  Kelompok Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan keahlian dan
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kompetensi. Adapun kompetensi sumber daya manusia terdiri atas Koordinator

Penanaman Modal, (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembanga Penanaman

Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaan Modal dan

(3) Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan Penanaman Modal. Adapun tugas

dan fungsi Koordinator Penanaman Modal adalah :

a.

Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor
usaha maupun wilayah.

Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman
modal lingkup daerah.

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan
memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal
lingkup daerah.

Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal;

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman
modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-
undangan.

Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi

penanaman modal.

k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis
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terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal
lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan,
pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada
sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Tabel 1 : Komposisi Bagian Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Banyuwangi

NO | FUNGSI JUMLAH
1 Koordinator Penanaman Modal -
2 Sub Koordinator Perencanaan dan -

Pengembanga Penanaman Modal

3 Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem 1 Orang

Informasi Penanaan Modal

4 Sub Koordinator Penegndalian dan -

Pembinaan Penanaman Modal

5 Pelaksana Penyusun Rencana Investasi 1 Orang

6 Pelaksana Penyusun Rencana Permodalan 1 Orang

7 Pelaksana Pengadministrasi Akses -
Permodalan

8 Pelaksana Pengadministrasi Akses -
Investasi

Sumber : Data diolah 2023

1.3.2 Anggaran
Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan di Bagian Penanaman
Modal bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 sebesar Rp.
330.600.000,- sedangkan yang bersumber dari APBN Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
383.913.800,-
Tabel 2 : Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun. 2023

NO URAIAN JUMLAH
1 Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Rp213.233.000
2 Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Rp78.867.000
3 |Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp38.500.000
TOTAL Rp330.600.000

Sumber data : DPA SKPD 2023 di Olah
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1.3.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Penanaman Modal menyediakan layanan “RUMAH

LKPM’

" (Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adapaun sarana dan

Prasarana yang dimiliki :

1.

N o s W
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Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang disampaikan kepada
petugas pengelola RUMAH LKPM DPMPTSP Kabupaten Banyuwani di Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwnagi.

Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat ditujukan ke alamat : Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), JL. A. Yani No.
57 Banyuwangi 68416.

Website : dpmptsp.banyuwangikab.go.id

E-mail RUMAH LKPM : lkpmbwi@gmail.com

IG : rumah_lkpm_banyuwangi
(Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), diantaranya

SMS Gateway RUMAH LKPM / W hatssapp (081358863322)

DPMPTSP Banyuwangi
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Kegiatan yang dilakukan bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten
Banyuwangi oleh RUMAH LKPM dilakukan dengan beberapa cara antara lain : (1)
Pelayanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP), (2) Pelayanan dengan melalui
Contact Center (WA) RUMAH LKPM dan (3) Pelayanan Langsung ke Lokasi Pengusaha
baik secara Kelompok maupun per Pengusaha. Kegiatan di lakukan kepada Semua Pelaku
dan diutamakan Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

RUMAH LKPM juga melakukan pelayanan ketika ada even yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan rutin oleh
Pemerintah kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah BUNGA DESA (Bupati Ngantor
di Desa). Kegiatan tersebut menjadi salah satu moment untuk meberikan layanan olah

RUMAH LKPM sehingga mendekatkan layanan ke Pelaku Usaha.

2.1.1 Kegiatan FO RUMAH LKPM

Jumlah pelaku usaha yang telah terlayani dalam kegiatan yang dilakukan oleh FO

RUMAH LKPM yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi selama
Triwulan 2 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Layanan FO RUMAH LKPM Triwulan 2 Tahun 2023
NO NAMA NAMA PERUSAHAAN NIB NO HP
CV. TIRTA AGUNG
1 | Nurkholis BUNGKALENGAN 1803230035092 | 83130470285
TUT NURI
2 | HANDAYANI PT. HOKI MARINE CORP 220000511858 | 85236350954
3 | MHARIS CV SEA QUEST 220206792042 | 82337592480
4 | candra gunawan Ud Green interior and home 2209210023953 | 81938123291
PT. JAYA TENTRAM MAKMUR
5 | ROFIK BERSAUDARA 220007712299 | 85258506954
PAK GEDE AGUS
6 | ADITYA PT. KESIA UTAMA MANDIRI 311210010893 81234569684
7 | yenny PT. Bintang Terang Sakti Mulia 9120101222772 | 82139360001
8 | BINA CV FENDI BALI 9120205201199 | 82141427100
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9 | ADMIN WIN CV WIN TECH COMMUNICA 9120002772244 | 85236339665
ZAKIYA D

10 | KHOIROH RAJA TERNAK 1804230035894 | 81238510041

11 | Yohanes Toni PT Karunia Permata Utama 9120007141079 85204572677
Moch Tri Bagus PT BLAMBANGAN MAKMUR

12 | Susena MANDIRI 9120005791893 85231084059
RATNA DIYAH

13 | PERTIWI RATNA DIYAH PERTIWI 220104881701 82232079699

14 | ERMA LUTFIANA ERMA LUTFIANA 805230011164 | 81337256564
RATNA DIYAH

15 | PERTIWI RATNA DIYAH PERTIWI 220104881701 82232079699

16 | JASULI JASULI 85335116819

17 | RUDI PURNIAWAN VAPORIZOO 1605230004863 81230457772
DIO RAKA

18 | WICAKSONO DIO RAKA WICAKSANA 1605230071529 82140479721

19 | JASULI JASULI 1605230074751 85335116819
AHMAD NAUFAL

20 | IFANI PELAYARAN SEJAHTERA ABADI 2305230014239 81231013333

21 | EDY SANTOSO EDY SANTOSO 2405230050738 85258151898
RATNA DIYAH

22 | PERTIWI RATNA DIYAH PERTIWI 220104881701 | 082232079699
UD BALI INDAH

23 | AQUARIUM UD BALI INDAH AQUARIUM 8120105942145 85748414153

24 | YULIANA YULIANA 2608210047222 | 081231239047

25 | PAK YUDHO PAK YUDHO - | 082332905890
RUDI NUR

26 | ISKANDAR PERDAGANGAN 2106230081979 | 081358320845
SISKA AYU

27 | ANGGRAINI AYU SALON 2106230020819 81235459815
TUNA INDONESIA

28 | MANDIRI TUNA INDONESIA MANDIRI 9120008420453 82131811588

29 | WINARTO UD "AQILA JAYA" 2306230015684 | 81252646971

30 | SINGGASANA SINGGASANA 1605230071529 82140479721
PT HOTEL

31 | BULUSAN INDAH PT HOTEL BULUSAN INDAH 9120002621876 81232852586
MOCH TRI BAGUS PT BLAMBANGAN MAKMUR

32 | SUSENA MANDIRI 9120005791893 85231084059

Sumber data : Layanan FO LKPM diolah TW2 Th. 2023

Dari data di atas dapat di lihat adanya pelayanan yang terus menerus dan

berkesinambungan yang dilakukan oleh bagian Penanaman Modal melalui layanan

RUMAH LKPM (Rampungkan Masalah Laporan kegiatan Peanaman Modal).
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2.1.2 Kegiatan RUMAH LKPM di Lapangan

Kegiatan di Lapangan juga dilakukan oleh RUMAH LKPM Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan di
lapangan sering berkolaborasi dengan layanan perijinan Adapun kegiatan RUMAH LKPM
dengan melakukan pelayanan di Lokasi Pelaku usaha serta di Tempat Layanan Umum di

Kecamatan, Desa dan Ruang terbuka Hijau (RTH).

2.2 Hambatan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian bagi Para Pelaku Usaha di wilayah
Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan
dengan baik, ada beberapa hambatan yang di alami oleh Petugas RUMAH LKPM
diantaranya :
a) Kuranginformasi mengenai data Pelaku usaha terutama terhadap dokumen perizinan

yang terdahulu karena adanya aplikasi OSS RBA yang baru.

b) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perijinan

yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.

¢) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk

memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.

d) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah

Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.

e) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan

sektor Perindustrian.

Beberapa hambatan yang dialami pada saat pengawasan dan pengendalian

dilapangan sudah kita lakukan beberapa koordinasi terhadap pihak pihak terkait.
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BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kegiatan RUMAH LKPM bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi
sangat bagus karena memberikan informasi terhadap kegiatan Penanaman Modal di
Banyuwangi. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan jumlah Investasi di Kabupaten
Banyuwangi.

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM harus terus di support untuk
peningkatan Nilai Investasi yang ada di Wilayah kabupaten Banyuwangi. Pelaku usaha

diberikan kemudahan dalam pendampingan mengenai laporan KPPM.

3.2 Saran

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM hendaknya terus di tingkatkan dan di
fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan
tenaga pengawasan dan Pengendalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil

yang di dapat bisa maksimal.
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